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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I

WALIKOTA PADANG,

bahwa  perizinan dan non  perizinan  bidang
kepariwisataan, sarana  kesehatan, sosial  dan
ketenapakerjaan dan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perizinan
vang baru dilimpahkan kewenangannya;

bahwa agar pelayanan perizinan dan non perizinan
bidang kepanwisataan, sarana kesehatan, sosial dan
ketenagakerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan
seslal dengan Standar Operasional Prosedur periu diatur
mekanisme proses perizinan dan non  perizinan
dimaksud;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sehagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Mekanisme Proses Perizinan
darn Non Permzinan Bidang Kepariwisataan, Sarana
Keschatan, Sosial dan Ketenagakerjaan pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pinfu;

Undang-Undang Nomor € Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerahh Otonom Kota DBesar Dalam
Linglkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
MegaraRepublik Indonesia Tahun 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publk ([Lermnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publile (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S038);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
3ipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomeor 6);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PROSES

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG
KEPARIWISATAAN, SARANA KESEHATAN, SOSIAL DAN
KETENAGAKERJAAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Padang
Walikota adalah Walikota Padang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Padang.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang
selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang
selanjutnya disingkat Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Kepala Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan yang selanjutnya disebut
Kabid adalah Kepala Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Kepala Sub Bidang Survey yang selanjutnya disebut Kasubid Survey
adalah Kepala Sub Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Kepala Sub Bidang Perizinan vang selanjutnya disebut Kasubid Perizinan
adalah Kepala Sub Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan Badan
Penanaman Modzal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dinas Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas
Kesehatan Kota Padang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar
adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang,

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Disosnaker
adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang,

SKPD teknis adalah unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan perizinan dan non perizinan sesuai tugas
pokek dan fungsinya.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
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Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan-
undangan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal
dan non fiskal, serta informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Lini terdepan organisasi (front Office) yang selanjutnya disingkat FO adalah
pahagian dari ruangan kantor yang digunakan untuk melayani pemohon
1Zin.,

Petugas front office adalah Pegawai yang berurusan langsung dengan
pemohon izin untuk menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas izin
vang diajukan.

Lini belakang organisasi (back Office) yang selanjutnya disingkat BO adalah
bahagian dari ruangan kantor yang digunakan untuk mencetak izin dan
nen perizinan.

Petugas back office adalah pegawai yang bertugas untuk mencetak izin dan
non perizinan.

Kunjungan Lapangan adalah kunjungan vyang dilakukan oleh petugas
BPMPTSP dan SKPD teknis kelokasi tempat usaha dalam rangka
pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung yang
ditandai dengan adanya Berita Acara Survey.

Rekomendasi adalah Surat yang berasal SKPD teknis yang memuat
keterangan dan catatan-catatan tentang layak atau tidaknya layak
diterbitkannya suatu izin usaha.

Berita Acara Kunjungan Lapangan atau yang selanjutnya disingkat BAKL
adalah Berita Acara yang menjeiaskan bahwa persyaratan administrasi
yang digjukan oleh pemohon memang sesuai dengan kondisi nyata
dilapangan. BASL  ditandatangani oleh petugas dan diketahui oleh
pemohon mengenai kondisi atau keadaan yang ditemukan saat itu.

BAE 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau acuan mengenai
mekanisme proses perizinan dan non perizinan bidang kepariwisataan, sarana
kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar mekanisme perizinan dan non
perizinan bidang kepariwisataan, sarana kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan
sesual dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

el
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perizinan dan non perizinan bidang kepariwisataan, sarana kesehatan,
sosial dan ketenagakerjaan,;

persyaratan perizinan dan non perizinan;

prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

pembinaan dan pengawasan.



BAB 1V
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KEPARIWISATAAN,
SARANA KESEHATAN, SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 5
(1) Perizinan bidang kepariwisataan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(2) Perizinan bidang sarana kesehatan terdiri atas :
a. izin mendirikan rumah sakit tipe C dan D;
. 1zin operasional rumah sakit tipe C dan D;
izin mendirikan klinik;
izin operasional klinik;
1zirt apotik;
1zin toko obat;
izin laboratorium kesehatan;
. 1zin optikal,;
1zin usaha mikro obat tradisional;
erizinan bidang sosial dan ketenagakerjaan terdiri atas :
izin lembaga kesejahteraan sosial;
izin perpanjangan mempekerjakan tenaga asing;
izin bursa kerja hhusus;
izin lembaga pelatihan kerja;

izin perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta/lembaga
penempatan tenaga Kerja swasta,;

f. 1zin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja

(4) Non perizinan bidang sarana kesehatan berupa sertifikat laik hygiene
sanitasi, terdiri atas :

a. depot air minum;

o
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b. katering/jasa boga;
¢. restoran/rumah makan;
d. hotel.
= BAE V
PERSYARATAN

Bagian Kesatn
Persyaratan Perizinan Bidang Kepariwisataan
Pasal 6

Persyaratan Tanda Usaha Daftar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) meliputi :

fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus/Direksi;

pas foto berwarna pengurus/Direksi ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

fotocopy akta pendirian/anggaran dasar badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;

denah lokasi;

fotocopy Izin Gangguan,

. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan peruntukan Hotel [untuk Izin Usaha
Hotel);

daftar isian; dan
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j. surat pernyataan keabszhan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribuij.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan Bidang Sarana Kesehatan
Paragraf 1
Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
Pasal 7

Persyaratan Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2} huruf a meliputi :

a. fotocopy akta pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

izin prinsip;

fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

study kelayakan,

rencana induk (master plan);

gambar detil bangunan (detail enginering design};

dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup/Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

fotocopy sertifikat tanah;
fotocopy Izin Gangguan;
reckomendasi dari SKPD Teknis; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribu).
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Paragraf 2
Izin Operasional Rumah Sakit
Pasal 8

Persyaratan Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

a. fotocopy akta pendirian badan hukum;
fotocopy pengesahen badan hukum;
iZin prinsip;
fotocopy Izin Mendirikean Bangunan;
study kelayakan;
rencana induk (masier plany;
gambar detil bangunan {detail enginering design);
dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup/Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
fotocopy sertifikat tanah:
fotocopy Izin Gangguan;
rekomendasi dari SKPD Teknis;
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab;
. fotecopy Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Jawab;
fotocopy 1zin Mendirikan Rumah Sakit;
daftar isian Rumah Sakit:
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daftar prasarana Rumah Sakit;

daftar Susunan Organisasi dan Ketenagakerjaan Rumah Sakit (Medik,
Paramedik dan Non Medik) dan surat izin pendukung profesi (Surat Izin
Kerja, Surat Izin Praktek, Surat Izin Asisten Apoteker);

surat pengangkatan sebagai Direktur;

daftar cbat-obatan yang digunakan;

denazh Rumah Sakit, jaringan listrik, dan limbah;

standar operasional prosedur Rumah Sakit;

peraturan yang berlaku dalam rumah sakit (hospital by law);

surat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah;

1izin Badan Pengawas Tenaga Nuklir penggunaan Radiologi;
rekomendasi dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia Kota Padang;
hasil pemeriksaan air bersih 6 (enam) bulan terakhir;

aa. surat pernyataan tunduk/patuh pada peraturan perundang-undangan; dan
bb. surat pernyataan dokumen di atas materai Rp. 6000,- {enam ribu).
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Paragraf 3
Izin Mendirikan Klinik
Pasal ©

Persyaratan Izin Mendirikan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf ¢ meliputi :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pimpinan klinik;

b. izin prinsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. lotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh pemilik atau pimpinan klinik atau
surat perjanjian jika lokasi tanah bukan milik pemilik atau pimpinan klinik;

d. fotocopy akta pendirian badan hukm kecuali perorangan;

e. fotocopy pengesahan badan hukum;

f. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

g. fotocopy izin Gangguan;

h

. dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup; dan

1. surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- {enam
ribu).

Paragraf 4
Izin Operasional Klinik
Pasal 10

Persyaratan lzin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf d meliputi :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pimpinan klinik;
b. izin prinsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh pemilik atau pimpinan klinik atau
surat perjamnjian sewa jika lokasi tanah bukan milik pemilik atau pimpinan
klinik;
fotocopy akta pendirian badan hukum kecuali perorangan;

e. lotocopy pengesahan badan hukum;

f. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;



g. fotocopy lzin Gangguan;

h. dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup;

1. daftar riwayat hidup Penanggungjawab/Pimpinan;
j. data kelengkapan peralatan medik dan non medik;

k. daftar ketenagaan dan struktur organisasi pelayanan vang diuraikan
dengan pembagian tugas dan disertakan dengan fotocopi Surat Tanda
Registrasi, Surat Izin Praktek, Surat Tanda Registrasi Apoteker, Surat [zin
Prakiek Apoteker, Surat Izin Kerja dan ijazah ( dokter minimal 2 (dua)
orang, perawat minimal 2 (dua)} orang, dan kefarmasian minimal 1 {satu)
orang);

denah lokasi dan ruangan;

. hasil pemeriksaan air bersih 6 (enam) bulan terakhir;
perjanjian kerjasama pembuangan sampah medis;
jenis pelayanan dan jadwal pelayanan;
perjanjian kerjasama untuk pemeriksaan labor; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000.- (enam
ribu).
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Paragraf b
Izin Apotik
Pasal 11

Persyaratan [zin Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢
meliputi :
a. flotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Sarana Apotik;
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Apoteker;
fotocopy Izin Gangguan,;
fotocopy ljazah Apoteker Pengelola Apotik;

fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker atau Surat Izin Praktek Apoteker
dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknik Kefarmasian atau Surat Izin
Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian Asisten Apoteker;

denah lokasi apotik;
g. surat pernyataan tempat tinggal secara nyata apoteker di atas materai Rp.
6000;

h. fotccopy Izin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki cleh Permilik
Sarana Apotik atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan pemilik
sarana apotik;

i. surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak hekerja pada
Perusahaan Farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek
maupun Apoteker Pendamping;

J.  surat izin atasan bagl pemohon PNS;
k. fotocopy akta perjanjian kerjasama APA dan Pemilik Sarana Apotek;

surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan per undang-
undangan dibidang obat;

. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik Sarana Apotek;

surat rekomendasi dari Pengurus Cabang lkatan Apoteker Indonesia Kota
Padang; dan
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surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000.- (enam
ribu).

Paragraf 6
Izin Toko Obat
Pasal 12

Persyaratan Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
f meliputi :

a.

N
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fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik Toko;
fotoecopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik Toko;
fotecopi Izin Gangguan;

fotocopi Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
denah lokasi dan ruangan;

surat pernyataan Tenaga Teknik Kefarmasian sebagai Penanggungjawab
Toko Obat;

pas foto bewarna pemilik Toko ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000.- ([enam
ribuj.

Paragraf 7
Izin Laboratorium Kesehatan
Pasal 13

Persyaratan Izin Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf g meliputi ;

.

TR MO Q0T

| S Pl
L]

°om g T

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab
Laboratorium,

fotocopy akta pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy Izin Gangguan;

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan atau Penanggungjawab;
denah lokasi dan denah ruangan;

surat Pemmyataan kesanggupan tenaga teknis;

surat pernyataan Kesediaan mengikuti program pemantapan mutu (form
A3);

data kelengkapan sarana;
data kelengkapan peralatan;

dokumen linglkkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;

hasil pemeriksaan air bersil 6 (enam) bulan terakhir;

. fotocopy perjanjian kerjasama sampah medis;

jerus-jenis pelayanan; dan
surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribuj.
Paragraf 8
Izin Optikal
Pasal 14

Persyaratan Izin Optikal sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h
meliputi :
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fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab Qptikal;

fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh pemilik atau pimpinan usaha
atau surat perjanjian sewa jika lokasi tanah bukan milik pemilik atau
pimpinan usaha;

futncup;,r Izin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki oleh Pemilik
atau punpinan usaha atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan
pemilik atau pimpinan usahas;

fotocopy akta pendirian badan hukum;
fotocopy pengesahan badan hukum
fotocopy lzin Gangguan;

surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien wuntuk menjadi
Penanggung Jawab Optikal;

surat 1zin kerja Refralksionis Optisien;

surat pernyataan kerjasama dari Laboratorium Optik tempat pemrosesan
lensa pesanan bila opotikal tidak memiliki laboratorium sendiri;

daftar sarana dan peralatan yang digunakan;

daftar pegawai yang dicatat dalam papan nama;

denah lokasi dan ruangan;

surat keterangan dari organisasi profesi yg menyatakan bahwa refrasionis
optisien yang diajukan hanya menjadi Penanggungjawab dari Optikal; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000.- (enam
ribu).

Paragraf 9
Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
Pasal 15

Persyaratan [zin Usaha Mikro Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal o ayat (2) huruf 1 meliputi :

4.
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fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab Usaha,;
fotocopy akta pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum

fotocopy lzin Gangguan;

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan atau Penanggungjawab;

fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki cleh pemilik atau pimpinan usaha
ataun surat perjanjian sewa jika lokasi tanah bukan milik pemilik atau
pimpinan usaha;

fotocopy lzin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki oleh Pemilik
atau pimpinan usaha atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan
pemilik atau pimpinan usaha;

fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (yang berbentuk Badan Hukum);
fotocopy Surat [zin Usaha Perdagangan;

surat Pernvataan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam
pelanggaran perundang-undangan dibidang kefarmasian; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribu).
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Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan
Paragraf 1
Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
Pasal 16

Persyaratan Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :

=

g o=

L

o o p g -RFTPFPR P

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua atau Penanggungjawab Yayasan;
fotocopy akta badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh Yayasan atau surat perjanjian
sewa jika lokasi tanah bukan milik Yayasan,;

fotocopy Izin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki oleh Yayasan
atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan milik Yayasan;

fotocopy Izin Gangguan;

fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
fotocopi SK Yayasan tentang Struktur Organisas] Yayasan,
fotocopi SK Yayasan tentang Daftar Nama Pengasuh/SDM;
daftar anak asuh;

rencana kerja Yayvasan selama 1 (satu) Tahun,;

fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua atau Penanggungjawab;

. dokumentasi foto papan nama Yayasan/Panti;

denah lokasi dan denah ruangan Panti,
pas foto bewarna Penanggungjawab 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
surat pernyvaatan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- {enam
ribu).
Paragraf 2
Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing
Pasal 17

Persyaratan I[zin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi :

2.

"o a0 o

ot Fq‘q

-

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;
fotocopy Nomor Pokeok Wajib Pajak Perusahaan;

fotocopy akta pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy Izin Gangguan,;

fotocopy Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih
berlaku;

fotocopy Izin Mempekerjekan Tenaga Asing yg masih berlaku;

fotocopy kartu tanda penduduk warga negara asing atan Pasport,

bukti pembayaran Dana Pengembalian Keahlian dan Keterampilan;
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tenaga Kerja Indonesia Pendamping; dan

surat pernyataan keabsahian dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribu).
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Paragraf 3
Izin Bursa Kerja Khusus
Pasal 18

Persyaratan Izin Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf ¢ meliputi :

a.
b.

| e o0

=g
-

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;

fotocopy Izin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki cleh Perusahaan
atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan milik Perusahaan;

fotocopy akta pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy Izin Gangguan;

keterangan kantor untuk kegiatan antar kerjg;

struktur organisasi dan uraian tugas;

rencana penempatan tenaga kerja selama 1 (satu) Tahun;

surat penunjukan dari pimpinan lembaga pendidikan untuk pengelola
Bursa Keria Khusus;

pas foto bewarna Pimpinan atau Penanggungjawa ukuran 4x6 sebanyak 2
(dua) lembar; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- {enam
ribu).

Paragraf 4
Izin Lembaga Pelatihan Kerja
Pasal 19

Persyaratan Izin Lembaga Pelatthan Kerja sebagaimana dimaksud dalam 5
Pasal ayat {3) huruf d meliputi ;

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;

fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh Perusahaan atau surat perjanjian
sewa )ika lokasi tanah bukan milik Perusahaan;

fotocopy akta Pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum,

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak badan hulkum,;

fotocopy Izin Gangguan;

surat keterangan domisili Perusahaan;

wajib lapor ketenagakerjaan;

anggaran dasar yang memuat kegiatan dibidang jasa penempatan
ketenagakerjaan;

rencana Perusahaan selama 1 {satu) Tahun;

pas foto bewarna pimpinan perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)
lemhar; dan

surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribuj.

Paragraf 5
Izin Perusahaan Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta/Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Pasal 20

Persyaratan Izin Perusahaan Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta/Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi :

el

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;
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b. fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh Perusahaan atau surat perjanjian
sewa jika lokasi tanah bukan milik Perusahaan:

fotocopy akta Pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy Izin Gangguan;

fotocopi surat keterangan domisili Perusahaan;
totocopy Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum:
keterangan wajib lapor ketenagakerjaan;

anggaran dasar yang memuat kegiatan dibidang jasa penempatan
ketenagakerjaan;

bagan struktur organisasi;
rencana kerja perusahaan selama 1 (satu) Tahun;

g. pas foto bewarna pimpinan perusahaan ukuran 4x6 sehanyak 2 (dua)
lembar; dan

L. surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribuj.

a0 osd R0

B

Paragraf 6
1zin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 21

Persyaratan Izin Lembaga Kesejahteraen Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf f meliputi ;

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;

b. fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh Perusahaan atau surat perjanjian
sewa, jika lokasi tanah bukan milik Perusahaan;

¢. fotocopy lzin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki oleh Perusahaan
atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan milik Perusahaan;

d. fotocopy Izin Gangguan;

e. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;

I. keterangan wajib lapor ketenagakerjaan;

g. anggaran dasar yang memuat Kegiatan dibidang penempatan
ketenagakerjaarn;

h. rencana kerja perusahaan selama 1 (satu) Tahun,

pas foto bewarna pimpinan perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 {dua)
lembar; dan

j. surat pernyaatan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribu).

e
-

Bagian Keempat
Persyaratan Non Perizinan Sarana Kesehatan
Paragraf 1
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
Pasal 22

Persyaratan Sertifikat Laitk Hygiene Sanitasi Depct Air Minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {4} huruf a meliputi :

a. fotocopy Kartul Tanda Penduduk Pemilik;
b. fotocopy lzin Gangguan,;

c. surat keterangan domisili;

d. denah lokasi dan ruangan tempat usaha;
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fotocopy sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi Depot Air Minum bagi
pemilik Depot Air Minum penjamah;

Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan,
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup dari Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah;

pas foto bewarna pimpinan perusahaan ukuran 4x6 sebanyvak 2 (dua)
lembar; dan

surat pernyaatan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribuy.

Paragraf 2
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Katering/Jasa Boga
Pasal 23

Persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Katering/Jasa Boga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {4) huruf b meliputi :

.

b.
c.
d

P

=l T

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;
fotocopy akta Pendirian badan hukum yang berbentuk badan hukum,;
fotocopy pengesahan badan hukum yang berbentuk badan hukum;

fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh Perusahaan atau surat perjanjian
sewa jika lokasi tanah bukan milik Perusahaan,

fotocopy Izin Mendirikan Bangunan jika bangunan dimiliki oleh Perusahaan
atau surat perjanjian sewa jika bangunan bukan milik Perusahaan;

fotocopy 1zin Gangguan,;
denah bangunan dapar;
surat penunjukan Pimpinan atau Penanggungjawab jasa Boga;

fotocopy ljazah/Sertifikat tenaga sanitasi yang memiliki pengetahuan
Hygiene Sanitasi makanan;

fotocopy Sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan minimal 1 (satu) orang
penjamah makanan;

dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup; dan

surat pernyaatan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribu).

Paragraf 3
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

Pasal 24

Persyaratan Sertifikat Lalk Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ meliputi :

HI

S @m0 a0 gp

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik;

fotocopy Izin Gangguan;

denah lokasi bangunan;

fasilitas sanitasi;

denah dapur, ruang makan dan gudang makanan;

daftar bahan makanan dan makanan jadi;

tata cara Pengolahan makanan;

denah tempat penyimpanan makanan dan makanan jadi,
daftar peralatan vang digunakan;
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dokumen  lingkungan berupa  Surat Pernyataan  Pengelolaan
Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup; dan

surat pernyaatan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- {enam
ribu.

Paragraf 4
Sertifikat Lailt Hygiene Sanitasi Hotel
Pasal 25

Persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat {4) huruf d meliputi :

.

O o® oo

S @

ko
]

t—-l

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Penanggungjawab;
fotocopy akta Pendirian badan hukum;

fotocopy pengesahan badan hukum;

fotocopy Nomor Pokeok Wajib Pajak badan hukum;

fotocopy [zin Gangguan;

fotocopy dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan;

hasil pemeriksaan air bersih 6 {enatm) bulan terakhir;
surat keterangan domisili Perusahaan,

surat keterangan kesehatan penjaman makanan dari DKK;
struktur organisasi pelayanan Hotel;

denah lokasi dan denah ruangan;

pas foto berwarna Pimpinan atau Penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 2
(dua) lembar; dan

surat pernyaatan keabsahan dokumen di atas materai Rp. 6000,- (enam
ribul).

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Bagian Kesatn

Pemeriksaan Administrasi
Pasal 26

Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kepariwisataan, sarana
kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a.
b.

L

pemohon meminta informasi ke petugas informasi di FO,

petugas informasi di FO memberikan blanko permohonan sesuai izin dan
non perizinan yang diajukan,

pemchon mengisi blanko permohonan izin atau non perizinan, memberi

materai dan menandatanganinya serta melengkapi seluruh persyaratan
yang dibutuhkan, kemudian mengambil nomor antrian verifikasi di FO,

petugas verifikast memanggil nomor antrian verifikasi;

pemohon menyerahkan nomor antrian dan kelengkapan persyaratan
kepada petugas verifikasi,

petugas verifikasi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dengan
menggunakan checklist,
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1. dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap maka petugas verifikasi
menyerahkan kembali dokumen persvaratan kepada pemohon untuk
dilengkapi.

2. dalarm hal dokumen persyaratan lengkap maka proses permohonan izin
dilanjutkan.

g. petugas verifikasi menyerahkan kembali berkas permchonan dengan
melampirkan tanda terima verifikasi;

h. pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran;

1. petugas pendaftaran memanggil nomor antrian pendafiaran;

j. petugas pendaftaran memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen.

k. petugas pendaftaran memberikan Tanda Terima Pendaftaran ke Pemohon
dan menyerahkan dokumen persyaratan ke petugas BO;

1. petugas BO mengagendakan berkas permohonan izin dan non perizinan
mencatatkan pada Kartu Kendali; hari, tanggal, jam dan membern paraf dan
menyerahkannya ke Kasubid Survey;

m. kasubid survey mencatatkan pada Kartu Kendali; hari, tanggal, jam dan
memberi paraf;

. kasubid survey melakukan kunjungan lapangan bersama tim teknis;
0. tim teknis membuat BAKL kemudian diserahkan ke Kasubid Survey,

1. dalam hal hasil survey tidak diterima, diberitahukan kepada pemohon
disertal dengan surat penolakan

2. dalam hasil survey menemukan ada kekurangan, maka diinformasikan
kepada Pemohon untuk melengkapi/memperbaiki dan kembali ke ayat
(14)
3. tim survey dari SKPD terkait mengeluarkan Rekomendasi penerbitan
izin.
p. kasubid survey menandatangani BAKL dan mencatatkan pada Kartu
Kendali; hari, tanggal, jam dan memberi paraf kemudian menyerahkan
BAKL serta berkas permohonan ke Petugas Proses;

Bagian Kedua
Kunjungan Lapangan
Pasal 27

(1) Untuk melakukan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap perizinan dan
non perizinan yang diajukan Pemohen maka  dilakukan kunjungan
lapangan ke lokasi usaha oleh Tim perizinan BPMPTSP dan SKPD Teknis.

(2} Tim kunjungan lapangan perizinan dan non perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Penanggungjawab : Kepala BPMPTSP;
b. Wakil Penanggungjawab : Kepala Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan;
c. Koordinator 1 : Kasubid Survey Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan;
d. Koordinator 2 : Xasubid Perizinan Bidang Perizinan Kesra dan
Lingkungan
e. Anggota :
1. Kabid/Kasubid dari Disbudpar;
2. Kabid/Kasubid dari DKK;
3. Kabid/Kasubid dari Disosnaker; dan
4. Fungsional Umum Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan.
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(3) Tugas Tim kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

adalah:

a. melaksanakan pemeriksaan secara teknis di lapangan sesuai jadwal yvang
telah ditetapkan oleh BPMPTSP,

b. melakukan analisa dan kajian terhadap perizinan sesuai jenis perizinan
dan non perizinan;

c. melaksanakan penilaian dan periimbangan teknis perizinan dan non
perizinan; dan

d. membuat BAKL.

Jadwal turun untuk melakukan kunjungan lapangan pada hari :
a. senin untuk perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

b. selasa untuk perizinan Apotik dan Toko Obat;

c. rabu untuk perizinan Klinik dan Optikal;

d. kamis untuk perizinan Izin Mempekerjakan Tenagakerja Asing, Izin
Bursa Kerja Khusus, Izin Lembaga Pelatihan Kerja, Izin Pendirian
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Izin Lembaga
Kesejahteraan Sosial, dan

e. jum’at untuk perizinan vyang tidak dijadwalkan pada hari senin sampai
dengan kamis.

(5) Anggota SKPD teknis yang melakukan kunjungan lapangan berkumpul

terlebih dahulu di kantor BPMPTSP sebelum turun kelapangan.

(6) Tim Kunjungan Lapangan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

(1)

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 28
Berdasrkan hasil kunjungan lapangan, tim membuatkan BAKL.

(2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan izin yang diajukan pemchon tidak

(3)

(4)
)

)
(7)

(8}

(1)

memenuhi persyaratan secara teknis, maka SKPD teknis tidak
mengeluarkan rekomendasi.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan izin yang diajukan pemohon telah
memenuhi persyaratan teknis, maka SKPD teknis memberikan rekomendasi
ke BPMPTSP.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lama 2
{dua} hari kerja oleh SKPD teknis ke BPMPTSP.

Rekomendasi dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani
oleh pimpinan SKPD teknis.

Satu rekomendasi berlaku untuk satu jenis perizinan.

Format BAKL sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Keempat
Penerbitan Izin/Sertifikat

Paszal 29

Bagi permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) diproses pencetakan izin atau non perizinan.
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(2)
(3)

(4)

B

6)

(7)

(&)

(1)

(2)

(1)

(2)

Kasubid Perizinan memaraf dokumen izin yang diajukan dan kemudian
menyerahkannya ke Kabid.

Kabid memaraf izin dan non perizinan yang diajukan dan mencatatkan pada
Kartu kendali, hari, tanggal, jam dan memberi paraf kemudian diserahkan
pada Sekretaris.

Sekretaris memaraf izin dan non perizinan yang digjukan dan
mencatatkannya pada Kartu Kendali; hari, tanggal, jam dan memberi paraf
kemudian menyerahkannya ke Kepala Badan;

Kepala Badan menandatangani izin dan non perizinan yang diajukan dan
mencatatkannya pada Kartu Kendali; hari, tanggal, jam dan memberi paraf
kemudian menyerahkannya ke Petugas Loket Hasil;

Petugas Loket Hasil mencatatkannya pada Kartu Kendali; hari, tanggal, jam
dan memberi paraf, menstempel, menempel foto, mencatat di buku
pengambilan hasil;

Petugas Loket Hasil menyerahkan izin dan non perizinan yang diajukan
kepada :

a. pemohon (asli) dibuktikan dengan tanda terima pengambilan hasil;
b. SKPD Teknis terkait dibuktikan dengan tanda terima {salinan);
¢. kasubag Umum

Kasubag Umum mengarsipkan izin dan non perizinan yang telah selesai
diproses.

Bagian Kelima
Jangka Waktu
Pasal 30

Jangka waktu proses perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Il yang merupaken bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Jangka waktu proses perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud
ayat (1) hanya berlaku jika persyaratan administrasi dan secara teknis sudah
memenuhi syarat dan lengkap.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

SKPD vang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan berkewajiban
dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas
izin yang dikeluarkan oleh BPMPTSP.

SKPD dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Disbudpar terhadap perizinan dibidang kepariwisataan.

b. DKK terhadap perizinan dibidang sarana kesehatan.

¢. Disosnaker terhadap perizinan dibidang sosial dan ketenagakerjaan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal |& Oktober 2016

KOTA PADANG,

Diundangkan di Padang
pada tanggal \& Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

/A

VIDAL TRIZA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 4{(



LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR ﬁi,;; TAHUN 2016

TENTANG MEKANISME PROSES PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN BIDANG KEPARIWISATAAN,
SARANA KESEHATAN, S0OSIAL DAN
KETENAGAKERJAAN PADA BADAN PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FORMAT BERITA ACARA KUNJUNGAN LAPANGAN

'ﬁ:a:;?:ﬁ_f,' NAMA SKPD

TELEPON ..o DRRIVILE. . i

BERITA ACARA SURVEY LAPANGAN
Nomor:.././.. .. ... {Tgl.,Bln, Thn)

Pada hari ind .....cooimeesions tanggal ..oveveinininini S To || PR TADUN wisivsssnsinney: TR TENIS s Kota Padang
telah melakukan pemeriksaan dokumen dan venifikasi lapangan terhadap permohonan Nomor Nomor Pendaftaran/Kode
Izin/Instansi/Tahun sesuai Dasar Hukum sebapai berikut

Nama Pemohon R R R S R ey N R e e g i 2 s o L B L S s S D b
h]ﬂ.ﬂlﬂt F'El:m:limll R e e e O P PO PP
NEIlTIE". ]:'Eﬂ.l-EEll'lE.E:l'L ] T R R R O A AN NS RN PR N R Ry R E BRI E B AN FA N FEEE SRR E B E A RS ERER B NN A B R R R EE RN
MHTEC UE-’-].hEIJrDEIEEIIJg 4 B R R T T R R R e T T T e T e e R R NS S R R C R C R LR L ]
ﬁ.]?]“l'ﬂ.l F-::I-” mhaﬂn 3 AR T L R R R R S A SR R R R T A R R PR T R T R R TR AR R P AR Y
JE]'"-S U!‘;Hhﬂ, ] O L R e SAEEE R R R A R R T T R R RN R R ER R RN N W R R RS W RN TN TR TN R RN e
[{laﬁiﬂliﬂﬁ'j R A e e e e L e e e
Nlﬂmﬂ-r I.E'I.P.IirHaﬂﬂphﬂllﬂ- ] AR R Bk R R R R R R RS G R R R R RS S G EA B BB R B ESEESEE N S RS RS B R R RN R R R S R

Herdasarkan hal tersebut diatas, maka Tim Teknis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hasil
Sesual _ Tidak

No. Objek Verifikasi Dalam Permohonan Ket,

1.
2

3.dst

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Tim
1. Instansi Tim Teknis

2. Instansi Tim Teknis

Lo O S T T T R N T I SRR A I U T U Y WSO O RS P A Sy R SS S e I A T B S S B TR I R R S S R R W F R R A AR AR N FE TRy G ey YN R Ry TR TR YRR R PR TN T R

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian, Tim berkesimpulan bahwa .o, dengan jenis ussaha
...... vevnseeseneennnes Qapatftidak diterbitkan zin .......ooeevvinnn

Demikanlah Berita Acara Kunjungan Lapangan ini dibuat sebagai bahan perimbangan untuk penerbitan Izn. ...,

Tim Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Padang

Mengetahui
No. Nama Dinas/Instansi Tanda Tangan
L :
E- .
3.dst Pemohon/Penanggung
lawab
Pejabat SKPD Teknis Kasubid Survey
Nama MNama
NIP NP
Diketahui oleh:
Kepala Badan Kabid. Perizinan Kesra dan Lingkunpan
Jama Nama

NIE NIP




LAMPIRAN II
PERATURAN WALTKOTA PADANG
NOMOR Y46 TAHUN 2016

TENTANG MEKANISME PROSES PERIZINAN
DAN KON PERIZINAN BIDANG
EEPARIWISATAAN, SARANA HKESEHATAN,
S0SIAL, DAN HETENAGAHERJAAN FADA
BADAN PENANAMAN MODAI FPFELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

FORMAT REKOMENDASI 1ZIN

NAMA SKPD
JALAN .-ovo.ooeoeoeeeeeeseeeseeemees e eeevaseass e v erase e sassaerssosns
TELEPON ... .. FAKSIMILE..................

Nomor NV FUTTNY JUOF FETONTY SUson
Sifat : DBiasa
Lampiran : Berkas
Perihal :  Rekomendasi [zin.......... SR

Yth,

Hepala SKPD Perizinan

di

Padang

Menindaklanjuti surat Direktur PT ... errenes . Nomor .oeenn tanggzal e, perihal
Permoheonan Izin .........oe. , dengan Dberdasarkan Berita Acara Kunjungan Lapangan Teknis
Perizinan Bidang.............. Nomor ......... tanpgal . perihal Pertimbangan Tekmis serta
ketentuan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya kami tidak kebersian dan
memberikan rekomendasi pemberian Izin ................ atas nama :
1. Namsa Perusahaan et eel e e amaemeage et ee e amag e e gn e naane i an e nentna e nn e
2. Alamat Perusahaan P
3. Alamat Usaha O DT
4, NPWP '
2.  Komisaris O R PR
6. Direkfur R
7.dst.

Rekomendasi ini diberikan dengan catatan yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal
sebagal bertknt :

| U ,
T :
3. dst

Demikian kami disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan.

Nama Jabatan,
(Tanda Tangan dan Cap Instansi)
Nama Lenglkap
Tembusan:
3. dst.

RETA PADANG,




LAMPIRAN II]

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR Yy TAHUN 2016

TENTANG MEEANISME PROSES
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EIDANG
EEPARTWISATAAN, SARANA KESEHATAN,
S05IAL DAN KETENAGAKERJAAN PADA
BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A, PERIZINAN

Jangka Waktu

No Bidang Jenis (Hari Kerja)
1. | Kepariwisataan Tanda Daftar Usaha Paniwisata 14
2. | Sarana Keschatan 1. Izin Mendirilgan Rumah 3akit Tipe 40
Cdan D
2. Ian Operasional Rumah Sakit 40
Tipe C dan D
3. Izin Mendiriltan Klinik 40
4. 1zin Operasional Klinik 40
5. lzin Apotik 15
6. Izin Toko Obat 15
7. 1zin Laboratorium Keaehatan 15
8. Iz Optikal 15
9., Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 15
3. | Sesial darn | 1. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial 15
ketenagakerjaan
2. Izin Perpanjangan Mempckerjakan 15
Tenaga Asing
3. Izin Bursa Kerja Khusus 15
4. Izin Lembaga Pelatihan Kerja 15
3. Izin Perusahaan Pengerah Tenaga
Kerja Indonesia Swasta /Lembaga 15
Penempatan Tenaga Kerja
6. Izin Pendirian Lembaga, 15
Penempatan Tenaga Kerja Swasta
B. NON PERIZINAN BIDANG SARANA KESEHATAN
Jangka Waktu
No Jenis (Hari Kexja)
1. Sertufikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum 15
2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Katenng/Jasa Boga 15
3. Sertifikaf Laitk Hygiene Samitasi Rumah Makan dan 15
Restoran 15
4. Sertifikat Laik Sehat Hotel
OTA PADANG,




